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ABSTRAK
Perubahan data perseroan merupakan bagian penting dalam dinamika kegiatan Perscroan Terbatas yang wajib dilakukan

mclalui mckanisme administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam praktiknya, pelaksanaan
perubahan data perseroan saat ini dilakukan melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) berbasis elektronik yan
disertai dengan proses verifikasi substantif. Namun, pelaksanaan verifikasi tersebut sering kali menimbulkan hamba
seperti keterlambatan proses hingga pemblokitan permohonan. Permasulalian tersebut berdampak pada kepastian huka
crhadap keberlakuan perubahan data perseroan meskipun akta perubahan telah dibuat secara sah oleh notaris, Rumu
c'nnsalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana pelaksanaan verifikasi pada perubahan data perseroan persekutua
modal yang diatur dalam Peraturan Kementrian Hukum Nomor 49 Tahun 2025 dalam menjamin kepastian hukum ak
perubahan data perseroan terbatas?; dan (2) Bagaimana konsekuensi yuridis kepada para pihak terhadap akta perubaha
yang belum diverifikasi oleh Kementrian? Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris deng
pendekatan perundang-undangan. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan notaris Dr. H. Tit
Sulistyowati, S.H., M.H. serta perwakilan PT Adikarya Putra Cisadane terkait pelaksanaan perubahan data perseroan, Hasi
penelitian menunjukkan bahwa hambatan dalam proses verifikasi berpengaruh terhadap kepastian hukum mengena
cberlakuan perubahan perscroan, khususnya berkaitan dengan pengakuan administratif dan keberlakvannya terhadap pih
ketipa. Selain itu, akta perubahan yang belum memperoleh verifikasi menimbulkan konsekuensi yuridis bagi notaris berupa
clum terselesaikannya proses pelayanan hukum dalam pengajuan perubahan data perseroan, sedangkan bagi perseroan
enyebabkan perubahan data belum dapat diberlakukan secara optimal dalam hubungan hukum dengan pihak ketiga. Oleh|
arcna itu, pelaksanaan verifikasi scbagaimana diatur dalam Peraturan Kementrian Hukum Nomor 49 Tahun 2025 masih)
memerlukan penyempumaan agar mampu memberikan kepastian hukum secara optimal bagi para pihak yang
berkepentingan.

ata Kunci: Perseroan ‘l'erbatas, Veritikasl Substantif, Kepastian Hukum, Perubahan Data Perseroan, Akta
Perubahan, Sistem Administrasi Badan Hukum.
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IMPLEMENTATION OF CHANGES TO CAPITAL PARTNERSHIP COMPANY DATA ACCORDING TO
MINISTRY OF LAW REGULATION NUMBER 49 OF 2025 IN ENSURING LEGAL CERTAINTY
(Syakira Syafa Tsabita, 2110113101, Civil Law (CP-1), Faculty of Law Andalas University, 88 Pages, 2026)

ABSTRACT
Changes to company data are a crucial aspect of the dynamics of a Limited Liability Company's operations, requiring|
execution via administrative mechanisnis in accordance with statutory regulations. In practice, such changes are currently|
rocessed through the electronic Legal Entity Administration System (SABH), which entails a substantive verification
rocess. However, this verification process often encounters obstacles, ranging from processing delays to the blocking of
plications. These issues impact the legal certainty regarding the validity of the data changes, even when the deed of
mendment has been lawfully executed by a notary. The research questions addressed are: (1) How does the verification
rocess for data changes in capital-based companies—as regulated by Ministry of Law Regulation Number 49 of 2025—
nsure legal certainty for the deed of amendment?; and (2) What are the legal consequences for the parties involve
regarding a deed of amendment that has not yet been verified by the Ministry? The study employs an empirical-juridica
research method with a statutory approach. Data were gathered through literature reviews and interviews with notary Dr.
\H. Titi Sulistyowati, S.H., M.H., and representatives from PT Adikarya Putra Cisadane regarding the implementation o
icompany data changes. The findings indicate that obstacles in the verification process affect legal certainty concerning th
validity of the changes, particularly regarding administrative recognition and enforceability against thivd partics,
\Furthermore, unverified deeds of amendment entail legal consequences: for the notary, the legal service process for the|
lapplication remains incomplete; for the company, the data changes cannot be fully implemented or enforced in legal,
relationships with third parties. Consequently, the verification process stipulated in Ministry of Law Regulation Number 49,
of 2025 requires refinement to ensure optimal legal certainty for all interested parties.

\Keywords: Limited Liability Company, Substantive Verification, Legal Certainty, Company Data Changes, Deed of
Amendment, Legal Entity Administration Systemt.
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